KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUDYAT NOOR, S. HUT
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 966731
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.468.864.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/237 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 368.864.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

320.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 299.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 507.010.981
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.594.874.981
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.594.874.981
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL WARIS MUIN
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 539151
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 12.600.000

2. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 17.510.000

3. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 19.467.000

4. Tanah Seluas 5.775 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

5. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 98.880.000

6. Tanah Seluas 1.811 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 1.839.350.000

7. Tanah Seluas 942 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA CR-V RE1 2WD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

2.587.807.000

100.000.000

20.500.000

20.100.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.728.407.000

I1l. HUTANG Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.703.407.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA . SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TOHAR
2. Jabatan . SEKRETARIS DAERAH
3. NHK . 66505
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 468 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 102.250.000
3. Tanah Seluas 3.300 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/65 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
6. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
Rp. 89.200.000
7.  Tanah Seluas 649 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 139.600.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
9. Tanah Seluas 2.433 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 620.560.000
10. Tanah Seluas 10.080 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 3.128.000.000
11. Tanah Seluas 3.111 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,

Status Verifikasi Administratif Lengkap

11.111.610.000
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HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000

12. Tanah Seluas 12.458 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 3.867.500.000

13. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 99.500.000

14. Tanah Seluas 9.453 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

15. Tanah Seluas 21.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

16. Tanah Seluas 20.520 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

17. Tanah Seluas 20.480 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

18. Tanah Seluas 20.880 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

19. Tanah Seluas 20.860 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

20. Tanah Seluas 20.890 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

21. Tanah Seluas 23.890 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

22. Tanah Seluas 17.810 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

23. Tanah Seluas 19.390 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 64.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 656.415.449

F. HARTA LAINNYA Rp. ==

Sub Total Rp. 11.832.625.449

. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 11.832.625.449
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BUDI SANTOSO
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 697148
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/154 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 1.815 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
142.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

580.000.000

146.500.000

25.000.000

155.757.366

907.257.366

907.257.366

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JANSJSE GRACE MAKISURAT
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 499922
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 665.000.000

1. Tanah Seluas 1.280 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/170 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 89.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO METIK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

84.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.444.006
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 775.444.006
. HUTANG Rp. 59.522.198
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 715.921.808
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama © NURLAILA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK 239221
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 923.000.000
. HUTANG Rp. 410.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 513.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAFWANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 514502
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/45 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, Rp. 290.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000
1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA XEON Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 48.336.955
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 978.536.955
lll. HUTANG Rp. 156.290.507
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 822.246.448
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DR LUKASIWAN EDDY SAPUTRO
2. Jabatan : DIREKTUR RSUD
3. NHK . 647733
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 9.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 322 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 4.669 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 1.350 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
580.000.000
2. MOTOR, HONDA CMX 471 REBEL Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV-GEN 1 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

85.000.000

1.820.000.000

815.000.000

22.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 411.253.998

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 3.068.253.998

. HUTANG Rp. 227.169.824

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.841.084.174
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS DACHLAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 692344
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, YAMAHA 1 KP AT/SCOOTER Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 3.900.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
5.800.000

3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000

4.  MOTOR, HONDA STYLO 160 CBS Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 29.170.000

5. MOTOR, VESPA VESPA PX Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

400.000.000

76.870.000

10.470.000

40.000.000
527.340.000
48.684.000
478.656.000

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS DACHLAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 692344
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, YAMAHA 1 KP AT/SCOOTER Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 3.900.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
5.800.000

3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000

4.  MOTOR, HONDA STYLO 160 CBS Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 29.170.000

5. MOTOR, VESPA VESPA PX Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

400.000.000

76.870.000

10.470.000

40.000.000
527.340.000
48.684.000
478.656.000

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAJIR
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK . 625377
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 640 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/260 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
5.  Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/30 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7.  Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2016, HADIAH Rp. 2.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX150C Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOBIL, SUZUKI AEV 415 W CX / PICK UP Tahun 2021, HASIL

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1.130.000.000

290.000.000
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SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 161.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 130.000.000

Sub Total Rp. 1.777.600.000

. HUTANG Rp. 360.467.857

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.417.132.143
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WALUYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 619330
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.500 m2/104 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.453.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 3.358.000.000

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.358.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WALUYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 619330
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.500 m2/104 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.453.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 3.358.000.000

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.358.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FERNANDO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 551836
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 7.819 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 18.189 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 3.358 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 7.684 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 14.227 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

400.000.000

4.000.000

7.000.000

7.200.000
418.200.000
194.100.000
224.100.000

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KHAIRUDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 630365
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 970.000.000

1. Tanah Seluas 1.478 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F7OORG Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA ATI1I21B0OI Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

3. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

4. MOTOR, YAMAHA BEJ-L Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.731.186
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 1.264.731.186



KPK 2025
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1. HUTANG Rp. 225.908.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.038.822.686
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AINIE
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 623750
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.501.030

F. HARTA LAINNYA Rp. =5t

Sub Total Rp. 309.501.030

. HUTANG Rp. 4.752.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 304.749.030
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
UNIT KERJA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHAIRUR ROZIKIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 621328
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.691.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.350 m2/240 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

3. Tanah Seluas 13.075 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

4. Tanah Seluas 9.375 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
Rp. 1.410.250.000

5. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

6. Tanah Seluas 12.375 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.856.550.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA PRADO Tahun 2006, LAINNYA Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.769.565
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 5.014.569.565
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1. HUTANG Rp. 9.154.875
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.005.414.690
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TITA DERITAYATI
2. Jabatan . KEPALA DINAS
3. NHK : 500523
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/65 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 643 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5.  Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
5.300.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU M602RS-MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

90.000.000

1.305.000.000

228.800.000

28.250.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.860.367

F. HARTA LAINNYA Rp. —

Sub Total Rp. 1.581.910.367

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.581.910.367
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HADI SAPUTRO
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 677293
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 480.000.000

1. Tanah Seluas 379 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEUOL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.464.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 524.464.000
lll. HUTANG Rp. o
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 524.464.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MULYONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 100503
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/98 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

Tanah Seluas 11.449 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,
Rp. 75.000.000

Tanah Seluas 20.011 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, Rp. 75.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 3.302 m2/98 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
Tanah Seluas 11.449 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 20.000 m2/98 m2 di KAB / KOTA
PENAJAM PASER UTARA, Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

Rp.

1.055.000.000

170.500.000
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1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

2. MOTOR, YAMAHA F1 SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000

3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

5. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.058.865
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.278.558.865
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.278.558.865
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



